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b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, perlu
dilakukan penyesuaian kode rekening belanja dengan tidak mempengaruhi
jumlah total pada beberapa kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo:

bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
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Persetujuan Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu adanya

penyesuaian anggaran;
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8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indones_ia Tahun 2005 Nomor 140,
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